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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJALI,

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan
pelayanan serta menjamin akuntabilitas keuangan
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sinjai serta untuk
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015
tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sinjai, perlu ditinjau kembali dan
dicabut;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan = Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sinjai(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2007
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SinjaiTahun
2010Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
SinjaiNomor ©5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
7);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor
44);

Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis
Akrual (Berita Daerah Kabupaten SinjaiTahun 2016
Nomor 3);
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21. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
pada Entitas Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 31);

22. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada Pengelola
Barang dan Pengguna Barang (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 73);

23. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018
Nomeor 11);

24. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola
dan Pengguna Barang serta Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara dan Mantan
Pejabat Negara (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 29);

25 Keputusan Bupati Sinjai Nomor 429 Tahun 2011
tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sinjai;

26. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 469 Tahun 2018
tentang Penetapan Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
Pada Entitas Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI KABUPATEN SINJAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.
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Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya Kkriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsure aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan
keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Persediaan adalah merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
BLUD RSUD Kab. Sinjaidan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomis sehingga bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Kab. Sinjaidalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial diharapkan dapat diperoleh
baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD
Kab. Sinjaiatau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah suatu entitas akuntansi yang
melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam
suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya
dilakukan secara swakelola, atau oleh pihak ketiga.
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Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD RSUD Kab.
Sinjai berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayan,
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD
RSUD Kab. Sinjaiyaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
dalam satu periode pelaporan.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk
dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD
Kab. Sinjai;

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK
adalah pedoman prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang
perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sinjai memuat:

a.
b.

kebijakan Pelaporan Keuangan;
kebijakan Akuntansi Pendapatan;
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kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;

kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

kebijakan Akuntansi Aset;

kebijakan Akuntansi Kewajiban;

kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana;

kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan dan Peristiwa Luar
Biasa; dan

kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian.
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Pasal 3

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Kab. Sinjai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, beban dan
belanja, serta pembiayaan.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada al 23 Mei 2019

GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, ,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 21



